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BUPATI SUMBAV✓ A 
PROVINS! NUSA TENGGARABARAT 

PERATURAN BUPATI SUMBAWA 
NOMOR $"~ TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARANPERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHM.AT TUHAl'{ YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMBAWA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
naPrah J\T_nnior .R T~hun ?.0?.3 tPnt;mg PPn1h~hari ATJ.gean=w 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 
W ilay.::t h DEterah-daer::t 1-.t Ti.!1..g]rn t I Bali; N usa. Ten.ggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
SistPm P.erPnc::tn::t::tn PPrnb::tDgun~n N~sional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 44210); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembararr Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 



V 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubung_an Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
ta1ta.ng Keclucl:uk:a:1:1 Keua11gan Kep·ala Daerah dan 
W akil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 77); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 
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,V 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 201 7 tentang Hak Keuangan dan Administrasi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 684 7; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pel_~k~JID..2-gn Tuga§ O!Jbtm!Jr .dM W~wtn?ng 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6244; 

16. Peraturan Pe-merir1tah Noruor 12 Tahun 2019 tenta:ng 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 ten tang 
.P~n~ aan Trans,per Ke Daerali Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6883); 

18. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang 
Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan 
Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 218); 

19 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 
201 7 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelak.s.aJ1-.aan dEu1. Pertanggungjawaban 
Dana Operaional (Berita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 
2018 ten tang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggan:m Dal-arn Anggaran Pen<lapalan dan 
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
630}, Sebagaimana telaJ1 diubai"l denga:n Feratur-an 
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Do"t':\An ....... ..-,.i-n'1'"'11 rln'V'\ t:lo1n't"'lj•n T"'\no.,." l-,, d~~ 'T',_.p,...-t1"b-
X "--'.1.X"'-A.tt}-'i:A."1,...Q..L..l. ~ '1. i,;,,~.LQ.:l.'.I. c.t. .L7"l::'iCC,"l. OU.ll' c-....-. --

Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
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Menetapkan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Tel<-_nis Pengelolaan Keu.angan 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 84; 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
116/PMK.07 /2022 tentang Perubahan Rincian Dana 
Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 685); 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
127 /PMK.07 /2022 tentang Penetapan Kurang Bayar 
dan Lebih B.ayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022 (Betita 
Negara Republik Indonesia Nomor 813); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib Dalam 
Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 837); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 
Nomor 15); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Norn.or 8 
Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 
2023 Nomor 8) .. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2023 . 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. 
2 . Bupati adalah Bupati Sumbawa. 
3 . Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya 
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sumbawa. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanju tnya disingkat 
Perubahan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sumbawa. 
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Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula 
sebesar Rp. 2.040.592.979.916,00 bertambah sebesar Rp. 55.846.261.842,00 
sehingga menjad.i Rp. 2 _096.439.241.758,00 dengan rincian sebagai berikut: 
1. Penpadatan daerah 

a. Semula Rp. l.970.287.874.523,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 57.158.230.821,00 
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.2.027.446.105.344,00 

2 . Belanja daerah 
a. Semula Rp. 2.040.592 .979.916,00 
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 55.846.261.842,00 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 2.096.439.241.758,00 
3 . Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 
1) Semula Rp. 93.805.105.393,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (688.091.732),00 
Jumlah penerimaan pembiayaan 
setelah peru bahan 

b . Pengeluaran pembiayaan 
Rp. 

1) Semula Rp. 23.500.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)Rp. 623.877.247,00 
Jumlah pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan Rp. 
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 

Pasal 3 

93.117.013.661,00 

24.123.877.247,00 
68.993.136.414,00 

00,00 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagi.an tidal{ terpisahkan dari Peraturan Bupati i...tJ.i, terd.iri dari: 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lampiran VII 

8. Lampiran VIII 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Hibah; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Sosial; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Belanja Bagi Hasil; 

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan 
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan 
Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
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Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 

9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan ctalam peraturan 
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa. 

~=:::::c-..... Ditetapkan di Sumbawa Besar 
da tanggal UJ c/cb6c..r .:lc~.s 

,u#A~ W~, ~ 

--~_.,. t MAHMUD ABDULLAH 

Diundangkan di Sumbawa Besar 
pada tanggal 2.o okfro l:,c,r :U,,;&J 

BERJTA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR ~ 


